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KEMENDAG. Dekonsentasi TA 2018.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian
Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248 /PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 660);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada Gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya
disebut OPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan dekonsentrasi di bidang perdagangan di
daerah provinsi.

3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah
yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1
(satu) tahun.

5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan

kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
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10.

11.

12.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya  disebut RKA-K/L adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan
penjabaran dari RKP dan Rencana  Strategis
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu)
tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang
menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap,
antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi
perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan,
penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan
dan pengawasan, serta pengendalian.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.
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BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah

kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan

mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang

perdagangan di daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3
Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan
di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan
Menteri kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan
yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang
bersifat non-fisik.
Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan
yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang
mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2018.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB IV
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di
bidang perdagangan kepada 34 (tiga puluh empat)
Gubernur.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang
perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan

di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3), Gubernur harus:

a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah dan menjamin
kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif
dan efisien; dan

b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian,
pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan

dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) berpedoman pada norma, standar, prosedur,

kriteria, dan kebijakan Pemerintah serta keserasian,
kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintahan dan pembangunan daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)
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Pasal 6

Gubernur menetapkan OPD Provinsi yang bertanggung

jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.

Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang

terdiri atas:

a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang dijabat oleh
Kepala OPD Povinsi;

b. Pejabat Pembuat Komitmen;

c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat
Perintah Membayar; dan

d. Pejabat Akuntasi dan Bendahara Pengeluaran.

Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan

tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur

Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perbendaharaan.

OPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri

mengenai:

a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan
pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan
Dekonsentrasi; dan

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap
capaian pelaksanaan teknis di daerah yang
dilakukan oleh OPD Provinsi yang bertanggung
jawab di bidang perdagangan.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan melalui:

a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

b. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan

Tertib Niaga;
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c. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

d. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional;

e. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,

f.  Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi; dan

g. Inspektur Jenderal.

Pasal 7
OPD Provinsi dilarang melakukan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran yang mengakibatkan perubahan
keluaran (output) kegiatan, termasuk perubahan pagu

antarprogram dan pagu antarkegiatan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8
(1) Kepala OPD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
(2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan

Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9
(1) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) pendanaannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian
anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran
2018 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan.
(2) Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran
2018 untuk masing-masing kegiatan Dekonsentrasi di

bidang perdagangan tercantum dalam Lampiran yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh
bendahara umum negara atau kuasanya melalui
rekening kas umum negara di daerah.

Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN BMN
HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10
Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana
Dekonsentrasi merupakan BMN.
BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
OPD  Provinsi melakukan  penatausahaan  BMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai penatausahaan BMN.
BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihibahkan kepada daerah.
Dalam hal BMN dihibahkan kepada  daerah,
penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN
tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai
barang milik daerah.
Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan
pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan BMN atau barang milik daerah.
Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan
pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.
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(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

-10-

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11
Kepala OPD Provinsi berkewajiban menyusun laporan
pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial
dan laporan akuntabilitas.
Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran,;
b. pencapaian target keluaran;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. saran tindak lanjut.
Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:
a. neraca;
b. laporan realisasi anggaran; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12
Kepala OPD Provinsi menyampaikan laporan manajerial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada
Menteri melalui aplikasi e-Monitoring Kementerian
Perdagangan setiap pencairan anggaran.
Kepala OPD Provinsi menyampaikan laporan
akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan, berupa:
a. laporan keuangan; dan
b. laporan BMN.
yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun
anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP).
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Pasal 13

Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan

Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan

keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 14

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan
manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai tata cara
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan.

Tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berpedoman pada
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah.

Tata cara penyusunan laporan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai penatausahaan BMN.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam
penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Gubernur.
Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi di
bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh OPD

Provinsi.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

-12-

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan

teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Jenderal;

b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

c. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga;

d. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

e. Direktur Jenderal Perundingan  Perdagangan
Internasional;

f.  Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
dan

g. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi.

Norma, standar, prosedur, dan Kkriteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen

pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan

di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada

Gubernur.

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan

Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan

Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (4) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB X
PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 16
Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di
bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur,
jika:
a. Menteri mengubah kebijakan;
b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) tidak sesuai dengan norma, standar,



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri
atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali
sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di
bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada
Gubernur.

Penarikan kembali wurusan pemerintahan bidang

perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar

pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian

pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB XI
SANKSI

Pasal 17

OPD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12
dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan
untuk tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(6), OPD Provinsi dikenakan sanksi berupa penghentian
alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang
menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.
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BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan

Peraturan Menteri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal

2 Januari 2018.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI

-16-

WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRAS] BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

KODE

PELAKSANA

LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT

JUMLAH
(RUPIAH)

GUBERNUR ACEH

ACEH

1.720.622.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH

1.259.667.000

1 _LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

3 DATA HARGA DAN STOR BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

4 _KEGIATAN PANGAN NUSA

5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA

7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH

460.955.000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR

S PROMOSI PRODUK EKSPOR

[S]

GUBERNUR SUMATERA UTARA

SUMATERA UTARA

2,182, 147.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGER! DAERAH

1.419.297.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

4 KEGIATAN PANGAN NUSA

5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA

7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERL DAERAH

762,850,000

KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (gﬂ‘g}ﬁ;’
1 ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERL di DAERAR
3 DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITRAN
1 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
5 PENGELOLAAN P3ED
& _PROMOS! PRODUR EKSPOR
3 [CUBERNUR SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT 2.265,179.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAR 1.749.705.000
1 _LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
7_KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERALL
G_PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
8 PASAR LELANG

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 515,474,000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

5 PROMOSI PRODUK EKSPOR

GUBERNUR RIAU

RIAU

2.028.566.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH

1.472.240.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

4 KEGIATAN PANGAN NUSA

5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA

7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

8 PASAR LELANG

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH

556.326.000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

www.peraturan.go.id
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KODE

PELAKSANA

LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT

JUMLAH
(RUPIAH)

5 PROMOS] PRODUK EKSPOR

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPULAUAN RIAU

1..382.965.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH

977.56 1.000

1 _LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

DATA HARGA DAN STOR BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPURAN

KEGIATAN PANGAN NUSA

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

PENGAWASAN BARANG BEREDAR, .JASA DAN TERTIB NIAGA

1 K= £ B 95

STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

PE

=z

G EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH

405.404.000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR

5 PROMOSI PRODUK EKSPOR

GUBERNUR BENGKULU

BENGKULU

1.660.36 L.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGER! DAERAH

1.091.519.000

1 _LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

KEGIATAN PASAR MURAH

KEGIATAN PANGAN NUSA

2
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
4
5

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

o

PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA

7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH

568.842.000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

5 PROMOS] PRODUR EKSPOR

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.529.569.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH

993.787.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

KODE

PELAKSANA

LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT

JUMLAH
(RUPIAH)

4 KEGIATAN PANGAN NUSA

S5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA

7 _STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH

535.782.000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR

S PROMOS] PRODUK EKSPOR

6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA

GUBERNUR JAMBI!

JAMBI

2.081.951.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERL DAERAL

1.418.065.000

1 _LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

KEGIATAN PASAR MURAH

KEGIATAN PANGAN NUSA

2
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
2
5

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

8 PASAR LELANG

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERL DAERAH

663,886,000

1 ADMINISTRASI UMM

PENANGANAN PERMASALAMAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

2l

PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

PROMOS] PRODUK EKSPOR

ol

EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGEA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

SUMATERA SELATAN

2.071.805.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERATI

1.198.645.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

KEGIATAN PASAR MURAH

DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

KEGIATAN PANGAN NUSA

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA

~| || fw|o

STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

www.peraturan.go.id
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KODE

PELAKSANA

: JUMLAH
REG I ;
LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (RUPIAH)

PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 873.160.000

ADMINISTRASI UMUM

PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

PENGEMBANGAN SDM EKSFOR

PENGELOLAAN P3ED

<o) = |w N

PROMOS] PRODUK EKSPOR

3

EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGEA

10

GUBERNUR LAMPUNG

LAMPUNG 1.954.05 1.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.488.253.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

KEGIATAN PASAR MURAH

DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

KEGIATAN PANGAN NUSA

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA

B =4 E4l B ) T

STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

8 PASAR LELANG

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 465.798.000

1 ADMINISTRASI UMM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR

5 PROMOSI PRODUK EEKSPOR

GUBERNUR DKI JAKARTA

DKl JAKARTA 826.932.000

FPENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAL 284.323.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK. FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

4 KEGIATAN PANGAN NUSA

5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 542,609,000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

3 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR

4 PROMOS] PRODUK EKSPOR

5 . . ~ . JUMLAH

KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (RUPIAH)
12 |GUBERNUR BANTEN BANTEN 1.477.565.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGER!I DAERAH 885.383.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

3 _DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

4 KEGIATAN PANGAN NUSA

5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR., JASA DAN TERTIB NIAGA

7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH $592. 182,000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

5 PROMOSI PRODUK EKSPOR

13_|GUBERNUR JAWA BARAT JAWA BARAT 2.455.479.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERALL 1.867.849.000
1_LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAIL
3_DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
1_KEGIATAN PANGAN NUSA
5 _PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
6 _PENGAWASAN DARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIE NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
8 PASAR LELANG
PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERL DAERAH 587.630.000
1_ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
3_DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-TMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
4_PENGEMDANGAN PRODUK ERSPOR
5 PENGEMBDANGAN SDM ERSPOR
6_PROMOS] PRODUK ERSPOR
14_|GUBERNUR JAWA TENGAH JAWA TENGAH 2.517.290,000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.943.56 1.000

1 _LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

3 DATA HARGA DAN STOR BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

www.peraturan.go.id
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KODE

PELAKSANA

LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT

JUMLAH
(RUPIAH)

KEGIATAN PANGAN NUSA

PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA

9
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
6
7

STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

oo

PASAR LELANG

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH

$573.729.000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN /SURAT TEREAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

5 PROMOS] PRODUE EKSPOR

GUBERNUR D.]. YOGYAKARTA

D.1. YOGYAKARTA

2.493.605.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERL DAERAH

1.518.008.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

KEGIATAN PASAR MURAH

DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

KEGIATAN PANGAN NUSA

w| afw|

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA

<o

STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

8 PASAR LELANG

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERL DAERAH

975.597.000

ADMINISTRASI UMM

3 PENANGANAN PERMASALATIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERT &i DAERAR
3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
7 _PENGEMBANGAN PRODUR EKSPOR
5 PROMOSI PRODUR EKSPOR
©_EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGEA
16_|GUBERNUR JAWA TIMUR JTAWA TIMUR 2.502.754.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERATL 1.875. 10 L.000
T_LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
3 KEGIATAN PASAR MURATT
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
7 KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIE NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (gﬂ‘g}ﬁ;’
8 PASAR LELANG
PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAG ANGAN CUAR NEGERI DAERAH 717,653,000
1 ADMINISTRASL UMUM
2 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPORIMPOR DI DAERAH YANG DITERBITRAN
3 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
7 PENGELOLAAN P3ED
5 PROMOSI PRODUK EESPOR
17 _|GUBERNUR BALL BALL 2.207.702.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DALRAIL 1.514.087,000
1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAH
3_DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPURAN
1_KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERALL
6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
8 PASAR LELANG
PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 783.6 15,000
1 ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALANAN PERDAGANGAN LUAR NEGERT &i DAERA
3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
7 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
5 PROMOSI PRODUK EKSPOR
& EDURASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE, TRADE AGREEMENT (FTA] DALAM RANGERA
18_|GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT ___|NUSA TENGGARA BARAT 3.611.976.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH

1.676.738.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

KEGIATAN PANGAN NUSA

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA

STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

=) B =8 B) B (55

PASAR LELANG

PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH

035,238,000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAMNAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

www.peraturan.go.id
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> . . e JUMLAH
KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (RUPIAH)
3 DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
5 PENGELOLAAN P3ED
6 PROMOSI PRODUK EKSPOR
7 _EDURASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGEKA
19 |GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR 1.872.79 1.000
]’BN(J EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.248.968.000

LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
‘2 KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

3
4 KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENG ENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 623,823,000
ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

—

w

4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
5 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR
6 PROMOSI PRODUK EKSPOR
20 |GUBERNUR GORONTALO GORONTALO 1.964.944.000
FENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERALH 1.508.344.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOR, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
4 KEGIATAN PANGAN NUSA
S PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
8 PASAR LELANG
PENG EMBANGAN FASTLITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 456.600.000
1 _ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
3 DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR
5 PROMOS] PRODUK EKSPOR

5 5 . ~ . JUMLAH

KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (RUPIAH)
21 |GUBERNUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN BARAT 1.911.177.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.319,188.000

1_LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAH
3_DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
4_KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
©_PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA
7_STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 591.989.000
1_ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
3_DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
4_PENGEMBANGAN SDM EKSPOR
5 _PROMOSI PRODUK EKSPOR
©_EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH 1.485. 176,000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.067.594.000
1_LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAH
3_DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
4_KEGIATAN PANGAN NUSA
5 _PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA
7 _STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERL DAERAH 417.682.000
1_ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
3_DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-TMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
a

(&3
1

o

PENGEMBANGAN SDM EKSPOR
5 PROMOSI PRODUEK EKSPOR
23 |GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN SELATAN 1.664.227.000
PENGFMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGER] DAERAH 1.030,659.000
LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
KEGIATAN PASAR MURAH
DATA HARGA DAN STOK BAPOK. FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
KEGIATAN PANGAN NUSA

N

ale
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. ” T JUMLAT
KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT s
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
& PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAR 633,568,000
1_ADMINISTRASL UMUM
2 PENANGANAN PERMASALANAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI & DAERAH
3 DOKUMEN,/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITRAN
7 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
5 PENGELOLAAN PSED
&_PROMOSI PRODUK EKSPOR
54_|GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR 1.776.8 5,000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.256.048.000
1_LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
3 KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
4 KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAM
& PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIE NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAR 520,767,000
T ADMINISTRASI UMM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-TMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
7_PENGEMDANGAN SDM ERSPOR
5_PROMOSI PRODUK EKSPOR
25 |GUBERNUR KALIMANTAN UTARA KALIMANTAN UTARA 1.593.673.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGER] DAERAH 1.139.600.000
1_LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 _KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPURAN
7 KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
& PENGAWASAN DARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITAS| PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAR 154.073.000
1 _ADMINISTRASL UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (gﬂ‘g}ﬁ;’
5 DOKUMEN/SURAT TERKAIT ERSPOR-TMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
7_PENGEMBANGAN SDM EKSPOR
5 PROMOS] PRODUK EKSPOR
26_|GUBERNUR SULAWES] BARAT SULAWESI BARAT 1.515.699,000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAIL 1.086.356.000
1_LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
5 KEGIATAN PASAR MURAH
3 _DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPURAN
7_KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
& PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIS NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 429,337,000
T ADMINISTRASL UMUM
3 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
4 PROMOS] PRODUK EKSPOR
27 |GUBERNUR SULAWESI UTARA SULAWESI UTARA 3.566.970.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAL 1.774.468,000
T_LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
3 KEGIATAN PASAR MURAH
3 _DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPURAN
7_KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERATL
6 PENGAWASAN DARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIE NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
8 PASAR LELANG
FENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 703.502.000
| ADMINISTRASI UMUM
5 PENANGANAN PERMASALATIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAR
3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-TMPOR DI DAERAR YANG DITERBITRAN
4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
5 PROMOS] PRODUK EKSPOR
6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA] DALAM RANGKA
28 |GUBERNUR SULAWES] TENGAT SULAWESI TENGAH 817,821,000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERT DAERAT 1.178.158.000

1 _LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
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> " . e JUMLAH
KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (RUPIAH)
KEGIATAN PASAR MURAH

DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

2
3
4 KEGIATAN PANGAN NUSA
S
6

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 639.663.000
1 ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
PENGEMBANGAN PRODUE EKSPOR
PENGEMBANGAN SDM EKSPOR
PROMOSI PRODUK EKSPOR
EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA
29 |GUBERNUR SULAWES] SELATAN SULAWESI SELATAN 2.758.598.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGER! DAERAH 1.924.323.000
1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
4 KEGIATAN PANGAN NUSA
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA
STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
8 PASAR LELANG
FPENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAF 834.275.000
1 _ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI dJi DAERAH
3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
;

R (= £9) B (%)

S| o

PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
PENGELOLAAN P3ED}
5 PROMOS] PRODUR EKSPOR
30 |GUBERNUR SULAWES] TENGGARA SULAWESI TENGGARA 2.091.052.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGER] DAERAH 1.542,420.000
1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK. FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
4 KEGIATAN PANGAN NUSA

o

KODE PELAKSANA LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT (gﬂ‘g}ﬁ;’
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DALRAH
& PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIE NIAGA
7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
8 PASAR LELANG

PENG EMBANGAN FPASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERA 518,632,000
T_ADMINISTRASI UMUM
2 PENANGANAN PERMASALATIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERL &i DAERAR
3 DORUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITRAN
2 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
5 PROMOSI] PRODUK EKSPOR

31 |GUBERNUR MALUKU MALUKU 2.075.296.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.133.726.000

LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
KEGIATAN PASAR MURAH
DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
KEGIATAN PANGAN NUSA
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA
STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
G EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 941.570.000
ADMINISTRASI UMM
PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN
PENGEMBANGAN SDM EKSPOR
PROMOSI PRODUK EESPOR
EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA
32 |GUBERNUR MALUKU UTARA MALUKU UTARA 1.634.033.000
PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1.185. 173.000
1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
2 KEGIATAN PASAR MURAH
3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN
4 KEGIATAN PANGAN NUSA
5
6

PE

ola|alw|wl=|Z<|o|u]|=]|wlv]~

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH
PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA
7 _STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH
PENG EMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 448.860.000
1 _ADMINISTRASI UMUM
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KODE PELAKSANA

LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT

JUMLAH
(RUPIAH)

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR

S PROMOSI PRODUK EKSPOR

33 |GUBERNUR PAPUA

PAPUA

2.202.586.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH

1.626.446.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN

KEGIATAN PANGAN NUSA

4
5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

o

PENGAWASAN BARANG BEREDAR. JASA DAN TERTIB NIAGA

7 _STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERL DAERAH

576.140.000

1 ADMINISTRASI UMUM

2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH
3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR

5 PROMOSI PRODUK EKSPOR

34 |GUBERNUR PAPUA BARAT

PAPUA BARAT

1.918.629.000

PENG EMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGER] DAERAH

1.345.740.000

1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

2 KEGIATAN PASAR MURAH

w

DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUEAN

KEGIATAN PANGAN NUSA

PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH

oo s

PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIE NIAGA

7 _STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH

PENG EMBANGAN FASILITAS] PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH

572.889.000

ADMINISTRASI UMUM

L)

PENANGANAN PERMASALAIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH

DOKUMEN /SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN

PENGEMBANGAN SDM EKSPOR

S S

PROMOS] PRODUK EKSPOR

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

l KODE | PELAKSANA

LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT

JUMLAH
(RUPIAH)

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA
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PAGU DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
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TAHUN ANGGARAN 2018
|
o FROUINS Paguzors AENIMSTRAR hah PO BlOAERAHVANG ONERBLTRAN
PAGU RIDAGU - i
| ANGGARAN TARGET, ANGGARAN TARGET -ANGGARAN TARGET
1 2 3 4 5 £ 7 A B

L | DK Jakarta 542,609.000| AR 4G, 00D TAZEEIN00 1 LlayanEn TE RN
2 |1zwa Barar 587.630.000 419,290,000 L7EEA000| 1 Layanad 54, E78,000 137,080,000
3 |1awa Tengap 573,729.000 ~65:447,000 1847°7,000| 1L Layanan 40,820,000 L33,BE, 0001
2| 0.1, Yogyakartd 975.597.000| 296,427,000 ARGETENO0( 1 MlayatEs 7 a2 00 A% BRL, 000
& |Jawa Timur 717.683,000 514:593. 000 AAAHESIO0| 18 usyanan A0 AITLIO0
& |Aseh aeo.sss,onﬁ TUEEAZOM0|  L2isyanan A1FH1 100 S5 8EL00
K Sumaters \tsra 762,850,000 ZEDEFIIA|  1Eusyaran 13412 100 LISBELNT
g | Sumaters Eorar 515:474,000 514711300 TUREFANOA| 12 usyaran 5Z.3%5 (00 53734000
T |Riau 556.326.000 368,296,000 WT477.000|  1oisyanan BE.514.000 9.3 60.000 |
10 | Jambi sss.ass.ooﬂ Z50.098.000 1857856.000|  Lotayanan: F8.STZ.000 T85O0
11 |Sumarera Selatan $73.160.000 2705 36000 5758000 tzisyanan: 13:454.000 BUIH.TOT
17| Laropung 465.798.000 2843 10,000 1sE0IEa00|  Loisyanan: BE.51E.0E0 =5, 454.000|
1% {Kallrmanan Barat 591.989.000), 358,987,000 AHewshana|  toisyanan 77398500 B, ST
14| Kalimiantan Temgah 417.582.000 288.188.a00 257000 dolavanan 755375000 29400
14| Kalirantan Selatan 533.568.000 BURETT.ON F1ata Iodavanzn GRS 57840000
1% Kaliriamran Timur 520.‘757.006 oLy 8 oy BELY (oo Aodavanzn 45520000
17| Sulawesi |ara 793.502.000 386.808.c00 ZI68SE N Aolavanan 70382000 28590000
18 | Sulawesi Terigah 639,663.000 311.580.000 ZrmBes0m0|  dolavanzn B IAGIT0 280G
14| Sulawesi Selatzn 824.275.000 255:514,060 B2BA00G| 1L ks yarar 135728960 24 400,000
20| Sulawesi Terggars 548.632.000 2531870, 060), ErATIONG| 1 beyaran T3:568.560 SS0000a
21 Mtk 941.576,000| 285,275,060 25538006 M Lbsyaran 5. 247,560 S7da0000
24| Bali 7:83.613.000| AEZAGE, G0, 202854006 2layarat 7988060 114 851000
25| Nusa Terggars Barat 935.2238.,000 285,202,560, 12 s yarma TTAEE060 S5.R0.000
24| Nuse Terggara Timur 623,223,000 355 56,600 A 2 LayariT TT3E0E00 50602000
25| Papls 576.140.000| 429681 500 2748551000 2layardT HAF2E.000 2400000
26 | Berghuly 568,842,000 335A77,500) EECE: ] I BRI £9.162,600 75550006
27 | Malku Ulkis 448,860,000 307232600 PV /e ol (R B 563241000 22,432,006
2% Bariren 592.182.000 2A74082,600 A5gaaa60| 1Ly £5.5781600 1A3.56A00¢)
29| Kepulauan Bangka Belitung 535.782.000 L1 AT8.a00 AT75F6NE|  telavanan 70 259:000 735900000
30| Gorontale 456,600.000] 30, 287,000 MEGERI| 1) Layanan 72, 268,000 a3 [0, 000
31 | Kepulauan Riau 405:404,000 Z8RAG4 00D 18EAGZI00| 12 isyanan. 12572 0 GO AT
32| Papus Barsr ansas.onﬁ 447:549.000 ZOEBORI0| 12 isyanan 4561 100 B3.280LD00
I%| Sulawesi Barst 429.337.000 “AZ4E0. 30D DIACRNIA| 1L usyaran 12572 [0 TYATLDON
734 Kallmantan Urara 454.078,000| ~08.1 85, 300 AAANATINA| 12 Lsyanan POSZ5 100 23.20TLI00

Toral 21,000,000.000| 11.784.624.000(  7.047.393.000 0 2,234.756.000 0| 2.512,475,000 0

Total Pravinsl: 34 VS 34 [ 32! 0 £} 0
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o i PENGEMBANGAN FRODUK EXSPOR PENGEMEANGAN SOM EKSPOR
ANGEARAN 0ps TERGET ANGEARAN ,Pa:;?ffm o COST SHARING ‘Kdﬂiﬁlz:fklﬁ‘
L I % I I 5 [ w» = i 17 3

L | OK! Jakarta 2AHUORTLOT 111, 8A0, 000 111, A0, 000
2 |1zwa Barar 257740000 B4 71 7,000 4717000 L4, 100,000 174, 100,000
3 |1awa Tengal 2NN (0 243 @ .00 ZZ@ANLONT
2 | O, ¥ogyakarts S24(0A%(00 245 BY0.000 20 HAtNT Ta4 A%4000
5 |1awa Tirmur AURLTEANET 13713 1371303
& |Ageh 16183 ANMT &7 Z96.0001 87, 796.000
T |Sumaters Utard 34UIRANTT AHETILTT AFETOATIT
F |Sumaters Barar T T G 137 D80 137 D8I
T |Risu 157 THO0CT 124 SFTCT 124 SFTT
10| Jambi ZAGE AT 174 024 T 174,024 K
11 | Sumnatera Selatan el e AZrAFEET Sz AFET 39,530:000. 39.530.000
17| Lerapung 1B EESOCT 125:84Z.000 1.25: 842,400
1% Kallrmantan Barat EEBEET RV of 43,143,000 43, 143.000
14| Kaliranran Tergah 14388000 41.675.000 41.,675.0m
14| Kalirantan Selatan 304.591. 006 LR e RGN e
1% Kaliriamran Timur PEDE it o] 148,290,000 148,290,000
17| Sulawesi |ara 244 AL TEd TG TELT0AVHE
18| Sulawesi Tergah 18535000 B35 B35 31.150,000 31.150.0m
14| Sulawesi Selatzn 498351000 156577008 155577000
20| Sulawesi Terggars 204,91 20006 185 ABU00 133 A/E 000
21 | Malaky 276255000 168, 505 o0 158, 5R0/GHY
22| Bali 224830000 A5 B05,000 15805000
25| Nusa Terggers Barat 382558000 AZRBIEO05 1288700
24 | Nuss Terggdra Timu 258259008 s 563008 1 5E3 008 44,304,800 44,304, 00d
25| Papuis 1464531008 7. 580.000 27,585,008
25| Berghulu R
27 | Maluku Ulkais, 74,532,000 34,532.00i
2% Barien LW eRaTaey AdFEaaend Ad3Eode0s
29| Kepulauan Bargka Belltung 87297000 20:585.000 20585000
30| Gorontao 224 EIGT 47,047,000 47,047,000
31 | Kepulauan Riau 11340000 41 20000 21 20000
32| Papus Barsr 155 DAANNT 45.0AT000 43 GATHOD0
33| Sulawesi Barst S IET 00
34| Ralimanran Urara 145 BERONT T2 222,000 T3, 225,000

Toral 7.731,404,000|  2.595,938.000 0| 1.267.202.000 130,567,000 470.043.000 £66.592.000

Tota| Pravinsl "] 18 0 18
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o, FRoUiils PENGELOLAAN PSED PROMOSIPRODUK EKSPOR
o " R | O, ) VAL
" PPENSIINANDAN mmumu l*:‘m:?g;”‘ .u&ﬁfﬁii’fifm, TARGET | ANGGARAN | TARGET
= th2es) = . = T =
1 20 == = 24 = 2% 2%
L | OK! Jekarta 34200000
2 |lswa Barat 45,07
5 |lawa Tengal! 7032000
2| 0., Yogyakartd DRAT 400
5 |Jawa Tirmur L 78.4T6:000 LOE-423- 000 15 50000 41 732,000 11 750000 S ZaA T
G |Aceh EESECH]
T | Suraters tara 120 58% 00U 95-05% 000 1R 00000 S 700000 111 784ATT
& |Sumaters Borat G BRI (T
T |Riau B LI
10 | ambi 5o, SHURHIT
11 | Sumnatera Selatan 117:524.000 117:924.000 BETB 400
17| Larppung E
1%{Kallmantan Barat T Z S
14| Kaliniamtan Tergah Tl
14| Kalmiantan Selatan 84578000 2AAT8.000 122825300
| Kaliramtan Tirmur BAS LT
17| Sulawesi karz 09360
18| Sulawesi Tergah BEASNGT
19 Sulawes] Selaten 220475000 122:588.000 30.600.000 53.310.000 12600000 124.0R000
20| Sulawesi Terggara B 500
2 [ Mok 249755006
22 Bali PRALGE0G
2% | Nusa Tenggars Barat 18s.592 000 lioe. 222000 246000000 44,978,000 450,000 FeBa 00
24 |Nusa Terggara Timulr 14838F 000
25| Panaus, 98579000
26| Berghkulu £1805000
27 | Mtk Ui B, 795000
2% Barimen L4 Egan0d
29| Kepulauan Bargka Belltung B3 LT
01| Goror )0 TE2ET.000
31 | Repulauan Riau RT3
32| Paplis Barat 20%: DO T
33| Sulawesi Barst oI5
34 | Rallmantan Urarg BT
Toral 906.050,000 0| 2.952,214.000 o
Total Pravinsl' 6 o 34 o
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PROVINS

DITIEN PRI

EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE

TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM
ERSPOR

ANGGARAN

TARGET

30,

OK! Jakarta

.

lawa Barat

lawa Tengdlt

0., Yogyakartd

148, 215,000

<

Jawa Timur

a

Argh

~

Surmaters s

Surmaters Barar

Riaw

Jambi

143.214.000

Sumatera Selatan

144.578.000

Z | Larppung

e
o

Kalirnantan Barat

1

N

Kalirantan Temgzh

i

s

Kaliniantan Selatan

1

o

Kalinartan Tirnum

[
=

Sulawesi |karz

154,854,000

Sulawesi Terigah

131.708.600

9 Sulawes Selatan

(| Sulawesi Terggara

Malely

172/gan0:60d

| Bl

VAR 580:600

Nusa Terggers Barat

157458, 600

Musa Terggara Timul

Papus,

)| Bergkulu

Matulu Uitig

Barireri

4| Kepulsuan Bardka Blftung

127,368,000

Goron8|o

Kepulauan Riau

Papls Barat

Sulawest Barst

Kallrianran Urara

Total

L.473,972000

Total Provinsl'
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